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KATA PENGANTAR

Buku Administrasi Kepegawaian Sektor Publik : Dari perencanaan
sampai pengadaan pegawai ini hadir sebagai referensi komprehensif bagi
mahasiswa, akademisi, dan praktis yang ingin mendalami seluk-beluk
pengel olaan sumber dayamanusia aparatur negara. Ditulis dengan pendekatan
multidisiplin yang memadukan teori administrasi publik, ilmu manajemen,
dan analisis regulasi terkini, buku ini menawarkan pemahaman utuh tentang
bagaimana aparatur sipil negara dikelola mulai dari perencanaan hingga
pemberhentian.

Di era transformasi birokrasi dan disrupsi digital, pemahaman tentang
administras  kepegawaian tidak lagi cukup hanya pada aspek teknis
pencatatan data pegawai. Buku ini mengupas secara mendalam pergeseran
paradigma dari administrasi kepegawaian konvensional menuju mangemen
sumber daya manusia berbasis meritokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pembahasan dalam buku ini terbagi dalam empat bagian utama. Bagian
Pertama membahas fondasi teoritis administrasi kepegawaian, termasuk
definisi, ruang lingkup, segjarah perkembangannya di Indonesia, serta
perbedaan mendasar dengan mangemen sumber daya manusia Bagian
K edua mengupas tuntas landasan hukum dan sistem kepegawaian, mulai dari
UUD 1945 sebagai konstitusi, UU ASN 2023 dan dinamika pasca putusan
Mahkamah Konstitusi, sistem karir dan prestasi kerja, status PNS dan PPPK,
hingga hak dan kewajiban pegawai.

Bagian Ketigamerupakan jantung dari perencanaan kepegawaian,
membahas secara rinci konsep perencanaan, analisis jabatan (Anjab), analisis
beban kerja (ABK), penyusunan formasi, peta jabatan, perencanaan Kkarir,
hingga metode perhitungan kebutuhan pegawai ideal di sektor publik. Bagian
Keempat menguraikan proses pengadaan dan seleksi pegawa secara
komprehensif, mencakup prinsip rekrutmen yang transparan, kompetitif, dan
akuntabel, metode seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT), serta
tahapan pengumuman, pengangkatan, dan penempatan calon pegawai.

Keistimewaan buku ini terletak pada kekayaan referensi yang digunakan,
mencakup peraturan perundang-undangan terbaru (UU ASN 2023, Peraturan
BKN, PermenPANRB), hasil-hasil penelitian empiris terkini, studi kasus dari



berbagai instansi pemerintah, serta praktik baik yang diimplementasikan di
daerah. Setiap bab dilengkapi dengan kutipan dari paraahli, analisiskritis, dan
refleksi untuk memperdalam pemahaman pembaca.

Buku ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mahasiswa Ilmu
Administrasi Publik dalam memahami teori sekaligus praktik administrasi
kepegawaian, membantu praktiss SDM aparatur dalam menjalankan tugas
sehari-hari, serta menjadi referensi bagi peneliti dan pengambil kebijakan
dalam merumuskan reformasi birokrasi yang lebih baik. Dengan gaya bahasa
yang lugas namun tetap akademis, buku ini mengajak pembaca untuk tidak
sekadar memahami aturan, tetapi juga merenungkan makna pengabdian
sebagal aparatur sipil negarayang profesional, berintegritas, dan melayani.

"Reformasi birokrasi sgati bukan sekadar efisiensi, melainkan
keberanian untuk menegakkan keadilan di dalam tubuh negara sendiri.
Buku ini adalah peta jalan menuju birokras yang profesional,
berintegritas, dan melayani."
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